PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
| U JL. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR :425.11/3977 -Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN BIDARA MUKTI GARUT UNTUK MENDIRIKAN SMK
KESEHATAN BIDARA MUKTI GARUT DENGAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN
FARMASI, KEPERAWATAN DAN ANALIS KESEHATAN DI KECAMATAN SUKAWENING
MULAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah

kejuruan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja,
Yayasan Bidara Mukti Garut telah mengusahakan didirikannya SMK Kesehatan
Bidara Mukti Garut di Kecamatan Sukawening;

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMK tersebut
telah terpenuhi; .

c. bahwa untuk ma ksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :+ 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
_ Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

¥ Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

T AA07 tentanc Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;



